
BUPATI PAMEKASAN

PtrRATUP.AN BUPATI PAI\4EKASAI\

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEi{AiiGGU LAii GAN BENCAI.IA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B UPATI PAI\.4 TTK-ASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Parnekasan Nomor' 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badarr
Penanggulangan Bencana Daerah;

l\rIenoinoof 1rvr v1^61416G Pasal L8 ayat {6) Undang-Und.ang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-ciaerah Kabupaten Daiam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor O9);
Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah Cengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran i'{egara Republik Incionesia i',iomor 389O);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
i{euangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
Undans-tJnclanc Nomor 1 Tahun 2L)o4 tentans----_----o ----_-_- o *--------o

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Irlegara Republik Indonesia Irlomor a355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 i.[omor i25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371,
-^1-^^^;*^*^ +^l^1- l;',1-^L +^-^l-L.;* l^-^^- t t^A^^-DVUqSaltttqrIq Lvrarr uruuall LUI4Allll uurr6qrr vrlualrS-

Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
l.ernbaran Negara Repubiik incionesia Nomor 4844);
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7. Unda-nq-t-lnda-ns Nomor 33 Tahun 2AO4 tenta.ns- --------o - --------o ---------o

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AA7 tentang
Penangguiangan Bencana (Lembaran i.{egara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a723J;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Repubiik Incionesia
Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\;

1n Perafrrrqn Pemerintah l\Inmnr 1nn 'Tahrrn ,Onn

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO lrlomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahw 2OO2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik incionesia Nomor a19a);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Ta}eun 20O5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penye!.enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Ur.isan Pemerintahan Antai'a Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupatenf Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2OA7 tentang
Pedornan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 89,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor aTal);

14. Peraturan Pemerintah i.{omor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 l{omor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

15. Pera-t1-l-ran Presirien Nomor' 8 Ta-hrr-n 2OO2a tentanq
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Cf)o,6 tantona Darlnmon Denoelnlaan LfprrancanLvrr Lqrr6 a ula6vavaqula aru qqrab<ar

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
201L;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
onna f66f ^6^ D-l^*^^ r'I*^^-i-^-; l^- rr^+^ L- ^-;^-vv9 LUrrLarr6 r uuvrrrarr vr EcrrrDaor u4rr r GLa r\urJa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



.)

1a D^*^+,,-^- I\rr^-+^-.i T-\^1^- 1\T^-^-; ',t\T^-^* <7 'I.^tr-,,-aU. a LLALULALA lvaLl1LUr L UALAlll rIUEUrr IIUlllul \r t t attutt

2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 56 Tahun
20to;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
20ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Bacian i,iasionai Penangguiangan Bencana;

21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bcncana l{omoi' 3 Tahun 2OO8 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

22. Pera-tu-ra-n t)aerah Provinsi .Iawa Timur Nomor :l
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di
Provinsi Jawa Timur {Lembaran Daerah Provinsi Jawa
'Timrrr 'T'alrrrn Cnl n Nnmnr ? Scri E-)'

v vvlL u',

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2OO8 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN
DAN FI-TNGSI
DAERAH.

BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
BADAN PENANGGI-TL,ANGAN RENCANA

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

T-\^l^- Darofrrron Elr:nofi ini rroh6.{imoLorrrl rlan-o- 'uuLuLLL a vaGLul 4rL UqItqLL LLLL JqLL6 Ulalr4a\Uqu Uurr6qrr .

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
ciaerah.

2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Perangkat Dacrah adaiah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Penvakiian Ralqyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
I{a1'rr :nafpn Pamelzq aqn

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancarn dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oieh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana alam aciaiah bencana yang diakibatkan oieh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
mrhrrhd malpfrrc h.r-i'i- lgol'prinaqn oncin fnnon Aon
6qraqlrb lr^v^vLuu, VqLLJLL, a\varv^ aa^buaa, Lvyqal, sqar

tanah longsor.
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7. Bencana nonalam adalah bencana yang Ciakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam
yang antara lain berupa gagal teknolcgi, gagal
modernisasi, epiciemi, cian wabah penyakit.

8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristir,l,'a atau sei'angkaian peristirva Siang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror.

9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pernbang,"rnan yang berisiko tirnbuln5,'a bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi.

1O. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman
bencana.

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang
diiakukan untuk mensantisioasi bcncana mclalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat
guna dan berdaya guna.

1'2. Peringatan riini aclaian serangkaian kegiafan
pemberian peringatan sesegara mungkin kepada
masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana
nor{a crrofrr fpmnaf nleh lpmhada \iono }renr;e-o--vruaa avarauq6q J qarb vv1 rr v1auar6.

13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.

1A T !^---^^ A^^,-^+ 1-^^^^-^ ^l^l^1- ^^*^^-1-^;^^rT. larrSSaP uar uroL uvrruorra auarorl ourarrtinalctrl

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ciitimbuikan, yang meiiputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
peng,.rl'r-rsan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek peiayanan pubiik atau masyarakat sampai
tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana
A^^^^^ rr+^m^ ,,*+,,1- 

-^-*^l:^^^: ^+^rr\rr-rrBd-II Sd-Dd-I dlI LILaaIIlaa LII j.LL.til j. j.iJ.t.t.t-lai j.-tiiar-iji i:LLil-Ll

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.

16. Rekonstruksi adalah pembangrlnan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh
dan berkembansnya kegiatan perekonomian. sosial
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, cian
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala
aspek kehidupan bermas5iarakat pada .wilayah
pascabencana.



17. Ancaman bencana adal.ah suatu kejadian atau
peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

18. Rawan bencana adalah kcndisi atau karakteristik
geologis, biclogis, hidrologis, kLimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada
suatu r,r,ila-vah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tei'tentu.

19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalilkan kondisi masyarakat dan lingkungan
hiriup yang terkena bencana ciengan memiungsikan
kembali kelembagaan, prasaratla, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi.

2a. Pencegahan bencana adal.ah serangkaian kegiar"an
yang dilakukan untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko bencana, baik melalui
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan
pihak yang terancam bencana.

21. Risiko bencana adalah potensi kerugian ]*ang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
h:-ka, sakit, jirva teranca-m, hilangnya rasa- a.man,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

22. E,an+-uan darurat bencana adalah upa5ra memberikan
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada
saat keadaan darurat.

23. Status keadaan darura+. bencana adalah suatu
keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
untuk jangka r,l'aktu tertentu atas dasar rekomendasi
Badan Penangguiangan Bencana Daerah yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana.

24. Pengtngsi adalah orang atau kelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya
untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat
dampak buruk bencana.

25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, dan/atau badan hukum.

26. Korban bencana aCalah orang atau sekelompok orang
yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

27. Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah aciaiah Presiden Repubiik incionesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indon,-^sia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Ragian Kesatrr
Kepaia Badan Penangguiangan Bencana Daerah

Pasai 2

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
rflempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman penangguiangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap
A^^.-^+ *^i-^L'il.i+^^i A^^ -^1-^6^rr1 ''l-^; ^^^^-^ ^l:1 I^*(lcrr Lar.a-L) LwltcLaJrrlLasI, (IcLIt l. LI\'(rl15Lt LTADI S(,Uctl ct ct(I.t.t t.tct.(.t

setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan

penye-tenggaraarr penanggulangan -beneana

berdasarkan peraturan perlrndang-undangan;
c. men5rustln, menetapkan, dan menginformasikan pet-a

rarrran hpnnan o'gvrlvqrrq,

d. men5rusun dan menetapkan prosedur tetap
penanganan bencana:

e. meiaporkan peyeienggaraan penangguiangan bencana
kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi
-^--^l rlan oat.i^n cnnl -l^l^- l-^-.li-; .l^-"*^+ 1---^^-^.ravaarrql uqla JULtalJ oaaL vaLaLLL AvllulJl qal ulaL uulluuraq,

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang
dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

h 
-a^aol^Io 

rrflrcan Latatorrcal.rao^ Polo^. Aonar. travar6ulvaq ua ugatr I\uLqLqqu4rlqalr uuuqrl, uqrr

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan cian penetapan kebijakan penangguiangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
nanai r{an fano* cart^ ofol-li€.1^^ ofio'io-..{^-LUIJAL qArr LUIJAL JUr LA UlUALll qAll UIIJIVLL) qqlt

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
dan menveiuruh.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 4

Unsur Pengarah mempunjrai tugas memberikan masukan
dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Denanssulansan bencana.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud <iaiam
Pasal 4, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
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A nerrrrnlrsAr'r kehiiakan nenanssrrlansan hencana-L.*...-'.Jl_-..-....oo-.._...o'..

daerah;
b. pemantauan;
r etrolrraci npn-rplencnoroon npnanomrlanoon hpnnono.v Y G1q4u1 lJvraJ, vaLla6bqa 4qaa yurlGr166qaqal64ar uuaavur14,

dan
d. pelaksaflaarr tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

E!--i-- Wa*iaou46LqLL a\Vea6q

Unsur Pelaksana

Pasal 6

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
,^---I l--,---,-- L---:--L----peilaitgguiairgair Detrcaila secai-a -Ler iirlegt asi yang

meiiputi prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pqqql fr I Inqrrr Pelnksane rnenrrelerrooqrekqn frrncrs,i'-----Db*-

a. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
b. pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja

Datonolzof Tloaral-r Tnstonci \/erl ilzol lo-?ro-o ,,ool.t,-r ur qrrbatqL lJqLr urr, r vr urrrq^, 
^vr^^vubu 

r4sqrrq,

dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap
prabencana dan pascabencana; dan

e. peiaksanaan komando meiaiui pengerahan sumber
daya manusia, peralatan, dan logistik dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal
seri"a Langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka penanganan darurat bencana.

Bagian Keempat
Sekretaris

Pasai 8

Sekretaris mempunyai tugas pengkoordinasian
^o-1- i-oon -lo- ^o--o-Aolio- fprl-rar:lan

lJvt vttvallqqtl) IrvLL6vLLVqLLqaL Lvr rrauat/

administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Sekretaris meny-elenggarakan fungsi:
a. pengkoorciinasian, sinkronisasi, cian iniegrasi program

perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan
D^l^- D^-^-^-,1^-^^- D^-^^-^ r-\^^-^1.-.uaualr r uraarr6SurarrSaar uvrr\,alI(7. u<l.vl all,

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
hukum dan peraturan perundang-undangan,
org-anisasi, tataiaksana, peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan
rumah tangga;
^o-Li-oo- Aon ^olol-oo^oo- Lrr rl-r r--o- moorroralzofv. HuarruatL44tL qaal tsrvraAJ4aa44lr aauuqra6qar rla4oJ 4a 4r\4L

dan protokol;



8

cl-, tasilita-si pela-ksa.naan tr-tgas cl.an fi-rngsr [-Insltr
Pengarah;

e. pengumpulan data dan informa-si kebencana-an;
f. pengkcordinasian dalam. peni-.tsunan lapcran

penanggulangan bencana; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan Penangguiangan Bencana Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf L

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 1O

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan tata usaha urnum dan tata usaha

pimpinan;
b. melaksanakan urusan surat men\rurat, pengetikan,

pengganciaan, pendistribusian cian tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan,

dan inventaris kantor;
d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, dan

kebersihan kantor;
e. melaksanakan kegiatan keprotokoian, cian menyiapkan

administrasi perjalanan dinas;
f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan. dan

pengadministrasian barang-barang kebutuhan kantcr;
g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan

karier pegawai serta usaha peningkatan mutu
pengetahrlan, ciisipiin, dan kesejahteraan pegawai;

h. menyiapkan data, mengolah, men5rusun, dan
memeLihara administrasi kepegawaian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Dqrqorqf Cr urq6rqr 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 1 1

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan men5rusun rencana anggaran
rutin serta mengelola administrasi keuangan;

b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan
anggaran rutin dan anggararr pernbangunan, termasuk
pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;

- mah\n lcr rh 1o^^-o^ hartonccr rnoior.rol-ron nenoelnloon

keuangan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesu.ai ciangan bidang tugasn3ra.
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Para-graf'3
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal L2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas:
a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk

bahan penyusunan program dan perencanaan;
b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis

dan evaluasi pen5rusunan laporan pelaksanaan
program;

c. mengumpuikan, dan mengoiah ciata sebagai bahan
pen5rusunan laporan pelaksanaan program;

d. melaksanakan koordinasi pen3rusunan laporan
pelaksanaan program;

e. merumuskan dan melaksanakan pen5rusunan program;
dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Elaoian Idclirna

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pacal 1 ?

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
rnelaksanakan sebagian tugas Kepala BaCan
Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan
meiaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
* ^ ^-.^ *^ 1,^ +rrrcLDJ d-r d--1L€l-L.

Pasal 14

DaLam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
mempunyai fungsi:
a. perlrmusan kebijakan cii biciang pencegahan, mitigasi

dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
-^-1-^*,{^ *^^.,^-^ l-^+.yvLLLUVt UaJaara rrraJJar aAaL,

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau
lemtraga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
peiaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta
pemberd ayaar: masy'ai'akat; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan
biciang tugasnya.
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Persqrat I_ -'_ _ o- -'"

Seksi Pencegahan

Pasal 15

Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan di biciang pencegahan cian
mitigasi pada prabencana serta pemberdayaar:
masyarakat:

h manolznnrrlinoailzon Aqn melalzcan qLon LphiiaLan Ai

bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta
pemberd ay aar, masyarakat;

c. melaksanakan hubungan kerja ciengan instansi atau
lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi
^^l^ ^-^1-^-^^6^ 6ar+^ ^--l-^-J^ *^--,^*^l-^+.
Paua Prquvrrvarra oLr LG PvrrruvruqJqqrr rrraoJqrqAaL,

d. memantau, mengevakuasi dan menganalisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan
dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pi.{o-- Do-^o-o}ro- .{o- IZaoioncianoah ooorroi Aonnonulqqar5 a vlavvSqraqll uqrr rrvur4lJJrubqqaa uuuu4r qval6qa^

bidang tugasnya.

Doeoarof ()
r qaqbrql 4

Seksi Kesiapsiagaan

Pesnl 1 $

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
a. merLrmuskan kebiiakan di bidang kesiapsiag.aan pada

prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
hir{anc lzaqionqiadaan nra}rennana cerfa nem}rerrla\/aan

bqq11

masyarakat;
melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau
iembaga terkait di biriang kesiapsiagaan pacia
prabencana serta pemberd ay aar' masyarakat;
memantau, mengevakuasi dan menganaiisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
melaksanakan tugas iain yang <iiberikan oieh Kepaia
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Flooian l{ppnam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

b.

A

e.

Pasal 17

Bidang Kedauratan dan Logistik
1 1 1 1 t-lrleiaKsailaKail seDa8iall lugas

Penanggulangan Bencana Daerah di
dan Logistik.

mempunyai tugas
tr----l- n--1---ncpara DauaII

bidang Kedauratan
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Pasal 18

Untuk rnelaksanakan tugas sebagai dimaksud Calarn
Pasal 17, Bidang Kedauratan dan Logistik mempunyai
fungsi :

a. pengkoodinasian dan peiaksanaan kebijakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

b. pengkooi'dinasian dan pelaksanaan kebijakan
penanggulangan bencana pada dukungan logistik; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bacian Penangguiangan Bencana Daerah sesuai cJengan
bidang tugasnya.

Dqrqarqf 1

Seksi Kedaruratan

Pasal 19

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

--^l-^.^ I-^l^ji^1-^- -J: l^il^-- 
----1^-^-^-^.r. rrrEr tJrrrr-rsr(.1 r r Is.gurJd,ilir"rl i-l.l ul(larrS lJgrraarl55,utit Ltti7.lt

bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan
pengungsi;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat;

c. mernberikan kcrnandc Calam melaksanakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

d. melaksanakan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan
tentang peiaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
dan

f. meiaksanakan t-r-:-gas lain yang diberikan oleh Kepaia
Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Logistik

Pasal 2O

Seksi Logistik mempunyai tugas :

a. rrrer=umuskan kebijakarr di bidang penanggulangan
bencana pada saat penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. rnelaksanakan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada saat penanganan
pengungsi dan dukungan lcgistik;

d. memantau, mengevakuasi dan menganalisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penangguiangan bencana pacia saat penanganan
pengungsi dan dukungan logistik; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Bagian Ketujrrh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasai 2 i
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi.

Pasal22
Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam
Pasai 21, Bidang Rehabiiitasi dan Rekonstruksi
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang rehabilitasi pada pascabencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang rekonstruksi pada pascabencana; dan

c. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai
A^^^^^ 11 r^^^ A^^ €.,-^^;-.'^uurrSarr LuSaJ uarr rurrSJrrua.

Paragrapf 1

Seksi Rehabilitasi

Pasal 23

Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi. :

a. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi pada
pascabencana;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang rehabilitasi pada pascabencana;

c. melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi
pada pascabencana;

d. memantau, mengevakuasi dan menganalisis pelaporan
tentang pelaksanaan di biciang rehabilitasi pada
pascabencana; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi

Pasal24

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

a- merumuskan ketrijakan di bidang rekonstruksi pada
pascabencan.a1'

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang rekonstruksi pada pascabencana;

c. melaksanakan hubungan kerja di bidang rekonstruksi
pada pascabencana;

d. memantau, mengevakuasi dan menganalisis pelaporan
tentang pelaksanaan di bidang rekonstruksi pada
pascabencana; dan
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e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan
bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal e6 tplrl"t AOte

BUP

Diundan
pada

di Pamekasan

I fal eBla

PIt SE ETARIS DAERAH
EN PAMEKASAN,KABUP

H AN KUSNADI

BERITA DERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN eetS NOMOR , Bart E

PAMEKASAN,


